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3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 

tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar 

Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 819), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 

tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 402), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 389); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang  Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236); 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang 

Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum; 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TANGGAPAN MASYARAKAT TERKAIT 

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA MOJOKERTO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 NOMOR  SOP : 17/ORT.06/3576/KPU-Kot/IV/2021 

 TGL. PEMBUATAN : 23 April 2021 

KOMISI PEMILIHAN UMUM TGL. REVISI : -- 

KOTA MOJOKERTO TGL. EFEKTIF : 23 April 2021 

SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA DISAHKAN OLEH : Ketua KPU Kota Mojokerto 

 

 

 

 

 

NAMA SOP : 

SOP TANGGAPAN MASYARAKAT 

TERKAIT PEMUTAKHIRAN DATA 

PEMILIH BERKELANJUTAN 

 

DASAR HUKUM: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum; 

2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 35 

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

3. Surat Dinas KPU RI Nomor 132/PL.02- 

SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang 

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 

2021; 

4. Surat Dinas KPU RI Nomor 366/PL.02-

SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang 

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjtuan Tahun 

2021. 

1. Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat; 

2. Komputer/Printer/Scanner; 

3. Jaringan internet. 

KUALIFIKASI PELAKSANA: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

1. Memahami tentang Data Pemilih; 

2. Mengetahui dan memahami Perubahan Data Pemilih 

(Pemilih Baru, Pemilih TMS, dan Perubahan Data 

Pemilih); 

3. Mampu menggunakan Aplikasi Microsoft Excel; 

4. Mampu mengoperasikan Aplikasi Sidalih. 

1. Memastikan bahwa by name data pemilih  lengkap; 

2. Data yang belum lengkap disendirikan dan dilakukan sanding data 

dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 

3. Melakukan unggah data ke dalam Aplikasi Sidalih; 

4. Menyusun Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 

setiap bulan. 

LAMPIRAN  

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO 

NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/IV/2021 

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

TANGGAPAN MASYARAKAT TERKAIT PEMUTAKHIRAN DATA 

PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN 
UMUM KOTA MOJOKERTO 
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